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BERITA DAERAH

KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR 80 TAHUN 2017
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGGARA

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2016
BUPATI ACEH TENGGARA

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Qanun Nomor 8
Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran
2016, perlu dietapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun
Anggaran 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2016.

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang

Pembentukan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3034);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan  Negara  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik



10.

11.

12.

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4938);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Peratuaran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana  Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun Tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembina dan Pengawas Penyelenggaraan
Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593):
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Pemerintah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah: tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5104);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah kedua kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
tentang perubahan kedua Atas peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman
Penggelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertangjawaban Bendahara serta
Penyampaiannya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450), sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 12 Tahun 2015
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2016;



30. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 31 Tahun 2016
tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran
2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TAHUN 2015
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN
ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016 terdiri atas :
1.Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 61.457.042.356,11
b. Transfer Pemerintah Pusat Dana Peribangan Rp. 954.865.467.404,00
c. Transper Pemerintah Provinsi Rp. 192.115.907.916,65
d. Transfer pemerintah Pusat lainnya Rp. 225.023.540.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 14.423.255.000,00

Jumlah Pendapatan Rp. 1.477.885.212.676,76

2. Belanja
a.Belanja Operasi
1) Belanja Pegawai Rp. 414.780314.760,43
2) Belanja Bunga Rp. 232.418.929.311,00
3) Belanja Hibah Rp. 85.027.304.342,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 733.271.548.413,43

b.Belanja Modal

1) Belanja Tanah Rp. 9.690.765.055,00.
2) Belanja Peralatan dan Mesin Rp. 41.228.223.619,00
3) Belanja modal Gedung dan Bangunan Rp. 133.804.586.761,00
4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 205.519.862.617,00
5) Belanja Aset Tetap Lainnya Rp. 4.438424.000,00

Jumlah Belanja Langsung Rp. 394.681.862.052,00

c.Belanja Tak Terduga
Jumlah Belanja Tak Terduga Rp. 7.025.000.000,00
d.Belanja Bantuan Keuangan



1) Transfer Bantauan Keuangan Desa Rp. 298 691.394.000,00
2) Transper Bantuan Keuangan Lainnya Rp. 643.991.000,00

Jumlah Transfer Bantuan Rp. 299.333585.000,00

Jumlah Belanja Rp.1.434.313.995.465,00
Surpuls/ (Defisit) Rp. 13.571.217.211,33
3. Pembiayaaan
a. Penerimaan Pembayaran Rp. 34.347.508.897,79
b. Pengeluaran Pembayaran Rp. 14.423.225.000,00
Jumlah Pembiayaaan Netto Rp. 19.924.253.897,79

Sisa lebih pembayaran anggaran (SILPA) TA.2017 Rp. 33.495.471.109,79

Pasal 2

Ringkasan laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal I
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Aceh Tenggara ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaransebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dirinci lebih lanjut kedalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran .

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Aceh Tenggara ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Aceh Tenggara ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati Aceh Tenggara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati Aceh Tenggara ini dalam Berita Daerah.



Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 23 Oktober 2017

BUPATI ACEH TENGGARA,
Ttd
Raidin Pinim

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 23 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Ttd

Drs. HGANI SUHUD, MAP
BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR 80



